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RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai
keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik.
Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis
yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan
mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong
lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik
melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui
peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk
memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
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Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang
bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan
yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi
yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta
sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
urusan pemerintahannya di desentralisasikan ke daerah. Sinergi
urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara
pemerintah pusat dan daerah karena setiap kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku
kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
secara nasional. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan
tersebut akan menciptakan sinergi dalam = perencanaan
pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional.
Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan
yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian  terhadap  Daerah-Daerah  yang  menjadi
stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional

tersebut.

Bupati/Wakil Bupati Bogor terpilih periode 2013-2018 wajib
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013- 2018 dan Perangkat
Daerah (PD) wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor. Pada
tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), sehingga Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra.
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Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program
Bupati/Wakil Bupati terpilih, khususnya di bidang pendapatan
daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi,
misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi
pembangunan daerah  berupa  kebijakan dan = program
pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta
kaidah pelaksanaannya.

Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa
pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan
mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan
antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat, provinsi,
kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah, sehingga
pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian
tujuan pembangunan nasional. Aspek hubungan tersebut
memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait
dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya,
pelayanan umum maupun keuangan, sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional,
Pemerintah Daerah harus memperhatikan kewenangan yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat dan struktur tata pemerintahan.
Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus

memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional
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maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah

Pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung

penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah

yang ada di daerah masing-masing, oleh karena itu sebagai
dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten

Bogor Tahun 2013-2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Didalam

penyusunannya dokumen ini berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor

Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030

dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2015-2019.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Recana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 disusun
berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk
mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap
dokumen perencanaan pembangunan daerah serta menciptakan
konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting
pengambilan keputusan;

3. Pendekatan Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up),
pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut

jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan
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bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang
dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/
Kota, Kecamatan serta Desa/Kelurahan, sehingga tercipta
sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah;

4. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa
pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana,
karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan
program-program pembangunan yang ditawarkan para calon
kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah
penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan
Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor Tahun 2017-
2018 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan
mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap
faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara
langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah
Kabupaten Bogor.

Berkenaan dengan adanya perubahan SOTK baru dari Dinas
Pendapatan Daerah ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
maka Dinas Pendapatan Daerah harus menyelaraskan Rencana
Strategisnya dengan mengacu pada Perubahan RPJMD 2013-2018
yang akan ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,
bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan

menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
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(RENSTRA PD). Perubahan Renstra-PD dimaksud memuat Tujuan,
Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsinya dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD yang
disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang

bersifat indikatif.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272, yang merupakan pedoman
pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah
dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam ketentuan
lainnya, yaitu Inpres Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global,
dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan dokumen Perubahan Rencana
Strategis setidaknya memuat Tujuan, Sasaran, program dan

kegiatan.

Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut,
maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor perlu
menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2013-
2018 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bogor ini merupakan dokumen perencanaan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5
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1.2.

(lima) tahun dan dirumuskan secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau mungkin timbul.

Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan secara
langsung terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor

Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
8), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

2. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,
Puncak, Cianjur;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96)
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.
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1.3.

1.4.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Kesbangpol kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ini adalah untuk
memberikan gambaran rencana tindakan dan kegiatan mendasar
dengan berbagai analisis faktor-faktor internal dan eksternal
organisasi dalam lima tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Kesbangpol

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah:

1. Untuk menetapkan arah pengembangan, pemetaan, tahapan
dan strategi perjalanan Kesbangpol Kabupaten Bogor yang
diperlukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan arah
kebijakan, strategi, dan program pembangunan dalam setiap

perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor;

2. Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan yang
menjadi tugas dan fungsi Kesbangpol Kabupaten Bogor
sehingga dapat meningkatkan nilai efisiensi, efektivitas dan

pelaksanaan program/kegiatan;

3. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja

Kesbangpol Kabupaten Bogor.

Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Kantor kesatuan bangsa dan
politik Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra
Kantor kesatuan bangsa dan politik. Dalam proses penyusunan
Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-
rapat internal serta melibatkan Stakeholders Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa
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pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk

memberikan masukan-masukan dalam penyusun Renstra.

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kantor kesatuan bangsa

dan politik Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang
penyusunan Renstra SKPD, maksud dan tujuan,

landasan hukum, dan sitematika penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur
Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya
Kantor kesatuan bangsa dan politik, Kinerja Pelayanan
Kantor kesatuan bangsa dan politik dan Tantangan dan
Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi
permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan Kantor kesatuan bangsa dan politik,
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L,

Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi
dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta

Strategi dan Kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan
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BAB V

BAB VI

BAB VII

Politik Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF.

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan
kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan
program kewilayahan disertai indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode

tahun 2013-2018.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD.
PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan catatan penting yang
perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-

kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
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